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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Berpegang teguh pada Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 

dalam mencapai tujuan nasional diperlukan pegawai negeri yang 

merupakan unsur aparatur negara yang bertugas secara adil dan merata, 

menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Guna mencapai tujuan tersebut 

diperlukan pegawai negeri yang mempunyai kemampuan melaksanakan 

tugas secara profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan 

tugas pemerintah dan pembangunan. Untuk mendapatkan pegawai negeri 

yang seperti itu, maka diperlukan usaha-usaha yang memicu kinerja 

pegawai negeri. 

Pemerintah sebagai penyedia pelayanan mempunyai peran untuk 

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan 

pelayanan. Fakta yang ada di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat 

tidak sepenuhnya mendapat pelayanan publik yang baik. Dalam proses 

pemberian pelayanan publik, Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan 

jembatan antara pemerintah dengan masyarakat. Diatur dalam Undang- 

undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil 

Negara: 

“Pegawai ASN baik itu PNS dan PPPK memiliki peran sebagai 
perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggara tugas umum 
pemerintahan dan Pembangunan nasional melalui pelaksanaan 
kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari 
intervensi politik, serta bersih dari praktik KKN” 
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Oleh karena itu, agar dapat terwujud pegawai negeri sipil yang 

penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 

1945, Negara, dan Pemerintahan serta yang bersatu padu, bermental baik, 

berwibawa, berdaya guna, berhasil guna, bersih, bermutu tinggi, dan sadar 

akan tanggung jawabnya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan 

dan pembangunan, maka masalah kenaikan pangkat adalah masalah yang 

sangat penting bagi Pegawai Negeri Sipil sehingga harus diperhatikan. 

Kenaikan pangkat pegawai merupakan salah satu bagian dari 

manajemen sumber daya manusia (SDM) yang penting dalam suatu 

organisasi, terutama di sektor pemerintahan. Proses ini tidak hanya 

mempengaruhi motivasi dan kinerja pegawai, tetapi juga berdampak 

langsung pada kualitas pelayanan publik yang diberikan. Kenaikan 

pangkat yang tepat waktu, transparan, dan berbasis pada kinerja yang 

objektif dapat meningkatkan loyalitas dan semangat kerja pegawai, yang 

pada gilirannya akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan 

publik. 

Beberapa Organisasi terutama di sektor pemerintahan, terdapat 

berbagai tantangan dalam proses kenaikan pangkat pegawai, seperti 

prosedur yang rumit, ketidakjelasan kriteria penilaian, atau ketidakadilan 

dalam pemberian kesempatan kenaikan pangkat. Hal ini sering kali 

menyebabkan ketidakpuasan di kalangan pegawai dan dapat mengurangi 

motivasi kerja, yang berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan. 
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Analisis manajemen pelayanan kenaikan pangkat pegawai bertujuan 

untuk mengevaluasi dan memperbaiki mekanisme yang ada dalam 

pengelolaan kenaikan pangkat, dengan fokus pada efisiensi, transparansi, 

keadilan, dan pemenuhan standar kinerja pegawai. Dalam konteks ini, 

penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan pelayanan kenaikan pangkat, serta memahami bagaimana 

proses ini dapat dijalankan dengan lebih baik, agar pegawai merasa 

dihargai dan termotivasi untuk terus memberikan kontribusi terbaik bagi 

organisasi. 

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kenaikan 

pangkat, analisis ini juga harus mempertimbangkan aspek-aspek seperti 

sistem penilaian kinerja, pelatihan dan pengembangan pegawai, serta 

kebijakan yang mendukung mobilitas karir pegawai secara adil dan 

transparan. Dengan demikian, analisis ini tidak hanya berfokus pada aspek 

administratif, tetapi juga pada dampaknya terhadap kinerja organisasi dan 

kualitas pelayanan publik yang dihasilkan. 

Dalam tata kelola organisasi publik diperlukan manajemen atau 

pengelolaan yang baik terutama dalam bentuk pelayanan publik. Dalam 

UU No. 25 Tahun 2009 yang menyangkut tentang Pelayanan Publik, 

menguraikan bahwa pelayanan publik merupakan segala rangkaian 

aktivitas yang dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan tiap warga 
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negara atas barang, jasa, serta dalam pelayanan administrasi yang 

diberikan oleh organisasi publik sebagai pengampu pelayanan publik 

yang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Salah satu tolak ukur dari kinerja organisasi publik atau pemerintahan 

yang dapat dinilai langsung oleh masyarakat yaitu pelayanan publik 

karena dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat 

(Asmiatiningsih et al., 2021). 

Pelayanan kenaikan pangkat pegawai merupakan elemen krusial 

dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan memotivasi, 

serta memberikan arah bagi pengembangan karir pegawai di masa depan. 

Dengan adanya SOP yang jelas, diharapkan pelayanan kenaikan pangkat 

pegawai dapat dilakukan dengan lebih efisien, transparan, dan adil, 

sehingga menciptakan suasana kerja yang positif dan produktif. Pelayanan 

kenaikan pangkat pegawai adalah salah satu aspek penting dalam 

manajemen sumber daya manusia di institusi pemerintah maupun swasta 

Kenaikan pangkat biasanya menjadi indikator pengakuan atas kinerja, 

kompetensi, dan dedikasi seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya. 

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumsel merupakan instansi 

yang mempunyai fungsi pelayanan administrasi di bidang pelayanan 

kepegawaian kepada Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dalam lingkup 

Provinsi Sumatera Selatan. Salah satu pelayanan kepegawaian yang 

diberikan adalah usul kenaikan pangkat pegawai. Pelayanan ini diciptakan 
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untuk memudahkan pegawai dalam menerima informasi terkait prosedur 

usul kenaikan pangkat, dan lain sebagainya. Sejauh ini pelayanan 

kenaikan pangkat pegawai masih terdapat beberapa permasalahan dalam 

proses penyelesaiannya. 

Berikut beberapa kendala yang melatarbelakangi penelitian 

manajemen pelayanan kenaikan pangkat di Badan Kepegawaian Daerah 

Provinsi Sumatera Selatan, yaitu (a) proses administrasi yang terkesan 

rumit, dimana persyaratan terkait pengurusan dokumen atau berkas yang 

masih dapat dikatakan sulit dipahami oleh pengusul. Hal ini dibuktikan 

dengan masih banyaknya pengusul menerima kembali berkas/dokumen 

usulan karena persyaratan kurang. Selain itu, (b) terkadang jumlah PNS 

yang mengusulkan kenaikan pangkat terlalu banyak, tidak seimbang 

dengan jumlah PNS Pengadministrasian Umum terkait Kenaikan Pangkat 

di Badan Kepegawaian Daerah Prov Sumsel yang hanya berjumlah 1 

(satu) orang, serta (c) banyaknya data kepegawaian yang hilang saat 

menggunakan sistem manual (tata naskah). 

Berikut daftar pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi 

Sumatera Selatan dalam bidang pelayanan kenaikan pangkat pegawai, 

sebagai berikut ; 
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NO JABATAN JUMLAH 

 
Tabel 1. Daftar Jabatan beserta Jumlah Pegawai Badan Kepegawaian 
Daerah Provinsi Sumatera Selatan Bidang Kepangkatan tahun 2024 

 

1 Kepala Bidang Kepangkatan Pegawai 1 (satu) orang 
 

2 Kepala Subbidang Kepangkatan Pegawai Kab/Kota 1 (satu) orang 
Penyusun Rencana Mutasi Pada Subbidang 
Kepangkatan Pegawai kab/Kota 
Kepala Subbidang Kepangkatan Jabatan Fungsional 
Tertentu 
Penyusun Rencana Mutasi pada Subbidang Kepangkatan 
Jabatan Fungsional Tertentu 
Pengadministrasian Umum pada Subbidang Kepangkatan 
Jabatan Fungsional Tertentu 
Kepala Subbidang Kepangkatan Jabatan Struktural dan 
Fungsional Umum 
Penyusun Rencana Mutasi pada Subbidang Kepangkatan 
Jabatan Struktural dan Fungsional umum 

3 (tiga) orang 

1 (satu) orang 

3 (tiga) orang 

1 (satu) orang 

1 (satu) orang 

3 (tiga) orang 

 
 

Sumber:BKD Provinsi Sumatera Selatan, 2024. 

14 (empat belas) 
orang 

Pada Tabel 1. Ini menunjukkan banyaknya jumlah pegawai negeri 

sipil (ASN) yang berada pada bidang kepangkatan pegawai di Badan 

Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang berjumlah 14 

(empat belas) orang, dengan pegawai pengadministrasian umum hanya 

terdapat pada subbidang kepangkatan jabatan fungsional tertentu saja. 

Selain itu, jumlah ASN (pegawai negeri sipil) yang mengusulkan kenaikan 

pangkat terlalu banyak dan terbilang tidak seimbang dengan jumlah 

pegawai ASN yang bertanggungjawab dalam pengurusan kenaikan 

pangkat di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang 

hanya berjumlah 14 orang, hal ini juga memungkinkan menjadi faktor 

tidak terdapatnya arsip atau softcopy terkait jumlah data kepegawaian se- 

Sumatera Selatan yang telah mengusulkan kenaikan pangkat pertahunnya. 

Berdasarkan uraian permasalahan kepegawaian tersebut, tentu saja 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Total 
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akan mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan. Untuk itu, Badan 

Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan 

badan atau organisasi Pemerintah turunan dari Badan Kepegawaian 

Negara (BKN) sebagai salah satu lembaga Negara yang mempunyai tugas 

sebagaimana telah diatur dalam Undang- Undang No. 20 Tahun 2023 

Pasal 46, adalah sebagai berikut: 

a. Pengembangan talenta dan karier dilakukan dengan 

mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan 

kebutuhan Instansi Pemerintah. 

b. Pengembangan talenta dan karier dilaksanakan melalui mobilitas 

talenta menyusun norma, standar, prosedur teknis pelaksanaan 

kebijakan manajemen ASN 

c. Mobilitas talenta dilakukan: 
 

a) dalam 1 (satu) Instansi Pemerintah; 
 

b) antar-lnstansi Pemerintah; atau 
 

c) ke luar Instansi Pemerintah. 

d. Mobilitas talenta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

diselenggarakan berdasarkan Sistem Merit melalui manajemen 

talenta. 

 
Sesuai dengan peraturan UU ASN mengenai tugas BKN tersebut, 

maka BKD Provinsi Sumatera Selatan yang menjadi turunan dari BKN 

harus segera mengatasi permasalahan kepegawaian seperti yang telah 

dijabarkan sebelumnya. Pemberian kesempatan pada PNS untuk kenaikan 
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pangkat telah diatur pada Ketentuan terbaru pada Peraturan BKN Nomor 4 

Tahun 2023 mengenai periodisasi kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) telah diperbarui sebagai berikut : 

“Periodisasi kenaikan pangkat diubah dari dua periode menjadi 
enam periode dalam setahun, yaitu setiap tanggal 1 Februari, 
April, Juni, Agustus, Oktober, dan Desember. Perubahan ini 
bertujuan untuk menyederhanakan proses bisnis layanan 
kepegawaian dan mempercepat pengelolaan administrasi kenaikan 
pangkat PNS. Ketentuan ini tidak berlaku untuk kenaikan pangkat 
anumerta dan pengabdian” (BKN, 2023). 

 
Peraturan tersebut menjelaskan bahwa periode untuk mengusulkan 

kenaikan pangkat bagi ASN (Aparatur Sipil Negara) telah berubah menjadi 

6 (enam) periode dalam setahun. Tentunya dengan tujuan 

menyederhanakan serta mempercepat pengelolaan administrasi 

kenaikan pangkat, dengan adanya peraturan terbaru ini diharapkan ASN 

yang akan mengusulkan kenaikan pangkat bisa memanfaatkan kesempatan 

ini dengan baik. Dalam pengelolaan kenaikan pangkat pegawai terdapat dua 

jenis, menurut MenPANRB (2024) terdapat dua jenis utama: 

a) Kenaikan Pangkat Reguler, diberikan berdasarkan masa kerja 

tertentu tanpa terikat jabatan. 

b) Kenaikan Pangkat Pilihan, diberikan berdasarkan prestasi kerja 

atau penugasan tertentu, seperti promosi ke jabatan lebih tinggi 

Aturan baru ini menunjukkan adanya upaya Pemerintah untuk 

meningkatkan profesionalisme dan penghargaan kepada PNS atas kinerja 

dan pengabdian mereka. Persyaratan kenaikan pangkat merupakan aspek 

penting dalam pengembangan karier dan profesionalisme. Kelengkapan 

persyaratan akan membantu pegawai dalam mencapai jenjang yang lebih 
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tinggi, baik dari sisi administratif, kompetensi, maupun kinerja. Berikut 

beberapa persyaratan administrasi kenaikan pangkat, sebagai berikut : 

Tabel 2. Persyaratan Administrasi Kenaikan Pangkat 
 

1 Surat Pengantar NUKP 
2 NUKP Individu 

 

3 SKP 2 Tahun Terakhir 
4 SK Terakhir 

 

5 Jika ada perubahan pendidikan lampirkan: 
Ijazah dan Surat Izin Belajar 

Sumber: BKD Provinsi Sumatera Selatan, 2020 

Dilihat dari tabel 2, menyebutkan beberapa persyaratan terkait 

berkas yang harus dibawa oleh pegawai saat mengurus usul kenaikan 

pangkat. Namun, dalam pelaksanaanya masih ada kekurangan yaitu belum 

terintegrasinya data Pegawai Negeri Sipil (ASN) satu sama lain sering 

mengakibatkan terjadinya duplikasi data bahkan, perbedaan data antara 

Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan instansi bersangkutan yang 

kemudian mengakibatkan inefisiensi dalam penanganan kenaikan 

pangkat. Selain itu, aplikasi SAPK sering mengalami error. Hal ini, 

diakibatkan karena yang mengakses aplikasi tersebut terlalu padat dan 

akhirnya pelayanan BKN menjadi lambat (lapor.go.id , 2024). 

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Sekretaris Daerah 

Provinsi Sumatera Selatan telah mengeluarkan surat edaran terkait 

percepatan layanan kenaikan pangkat pegawai berbasis sistem informasi 

aparatur sipil negara (SIASN) yaitu disampaikan Jadwal Penerimaan 

Berkas Usul Kenaikan Pangkat 6 Periode bagi Pegawai Negeri Sipil di 

NO Usulan Kenaikan Pangkat 
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Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023, pada 

sebagai berikut : 
 

 
Serta untuk meminimalisirkan kegagalan usul kenaikan pangkat, 

Perangkat Daerah harus terlebih dahulu memastikan validitas data. Jika 

terdapat kekeliruan data, Perangkat Daerah diminta untuk segera 

melakukan updating data ke Bidang INKA Badan Kepegawaian Daerah 

Provinsi Sumatera Selatan sebelum melakukan Usul Kenaikan Pangkat. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan tersebut, penulis 

melakukan penelitian dengan judul “Analisis Manajemen Pelayanan 

Kenaikan Pangkat Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi 

Sumatera Selatan”. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat 

aktivitas pelayanan kenaikan pangkat pegawai di Badan Kepegawaian 

Daerah Provinsi Sumatera Selatan. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

 
Sesuai dengan pemaparan latar belakang di atas, maka perumusan 

masalah difokuskan kepada: 
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a. Bagaimanakah manajemen pelayanan kenaikan pangkat pegawai 

pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan? 

b. Apa faktor pendukung dan penghambat manajemen pelayanan kenaikan 

pangkat pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera 

Selatan? 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

 
Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk 

mendeproposalkan dan menganalisa mengenai : 

a. Mengetahui dan menganalisis tentang pelaksanaan sistem 

kenaikan pangkat Kepegawaian pada Badan Kepegawaian 

Daerah Provinsi Sumatera Selatan. 

b. Mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat 

pelaksanaan Pelayanan Kenaikan Pangkat Pegawai pada Badan 

Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan. 

 
 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 
 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya teori 

tentang manajemen pelayanan dan juga dapat memberikan kontribusi 

atau sumbangan pemikiran terkait kenaikan pangkat pegawai kepada 

akademisi serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya. 

b. Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi, 



12  

 
masukan dan bahan evaluasi bagi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi 

Sumatera Selatan dalam memanajemen pelayanan kenaikan pangkat 

pegawai. Dan bagi pihak lain penelitian ini juga diharapkan dapat 

membantu untuk pengembangan pengetahuan tentang ilmu manajemen 

pelayanan publik. 
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